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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bersama Bupati Banyumas telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2009 sesual dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 810/021/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009:

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2008,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1884 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ; :



3. Undang-Undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1887
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3851);

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43889);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

11.Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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14, Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):

15.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tanun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 20004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
80, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4416);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran MNegara Republik |ndonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4576):

22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

24.Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4614}



26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4737);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

28.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut -

1. Pendapatan Daerah Rp 994.245.891.905,72
2. Belanja Daerah Rp 1.112.315.891.905,72
Defisit Ep  118.070.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah :
_a. Penerimaan Rp  125.400.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 7.330.000.000,00
Pembiayaan Netlo Rp  118.070.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 101.413.857.712.65
b. Dana perimbangan sejumlah Rp 822.443.224.592 77
¢. lLain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 70.388.8098.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 18.755.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 66.122.256.690,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 5.625.043.940.00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 10.911.557.082.95



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak-sejumlah Rp 49.652.344 592 77
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp 735.160.880.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus sejumliah Rp 37.630.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajaok dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp 40.384.959.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumiah Rp 13,573.250.600,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumiah
Rp 16.430.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 733.623.984.245,72
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 378.691.907 660,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
. Belanja Pegawai sejumlah Rp 648.999.575.268,07

Belanja Hibah sejumiah Rp 823.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 34.012.991.476,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
sejumlah Rp 47.323.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.365.417.501,65

apocwe

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumliah Rp 34.989.842.706.00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumiah Rp 161.642 060.614.00
c. Belanja Modal sejumlah Rp 182.058.904.340,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 125.400.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 7.330.000.000.00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp 125.000,000.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 400.000,000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 5.850.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumiah Rp 1.480.000.000,00



Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 5 |

Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah

(2)

(3)

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran lil
Lamplran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran Vil
Lampiran 1%

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran X

. Lampiran Xlli

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
SKPD:

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar jumiah pegawai per golongan dan per jabatan:

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain:

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah:
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Organisasi

Pasal 6

dapat melakukan belanja/pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dalam APBD,

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah

ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah

daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran

tersebut disampaikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran

sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperiuan mendesak.

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut

a. bukan merupakan kegiatan normal dari

aktifitas pemerintah deerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan

d. memiliki dampak

yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.



(4)

(5)

(6)

(7)

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

v «pali menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerio
pada tanggal 6 Februsri 2009

Diundangkan di Purwokerto _
Padatanggal ¢ FEBRUARI 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUFATEN BANYUMAS
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SANTOSO



Lampiran I

Raperda Kabupaten Banyumas

Nomor
Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ARGGARAN 2009
URALAN JUMLAH
1 2 3
—_—
1 PENDAPATAMN 094, 245 891.905,72
-3 PENDAPATAN ASLI DAERAH AR NN,
1.1 Pendapatan Pajak Daerah 18.755.000, 000,00
Y12 Hasll Retribusi Daerah £6.122_756,690,00
G 41 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplsahian 5.625.041.940,00
885 B0 Lain-{ain Pendapatan Asi Daerah yang Sah 10.911.557.082,95
1.2.1 Bagi Hastl Pajak/Bagl Hasll Bukan Pajak 49.652.344,592. 77
1.2.2 Dana Aokasi Umum 735.160.880.0:00, 30
R Dana Mlokasi Khusos L 37.530.000.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANGSAW | 70.388.809.600.00
133 Dara Bagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya #40,384.955.000,00
1.3.4 Dana Penyesusian dan Dtonomi Khusus 13.573.250.600,00
1.3.58 Bantusn Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Dasrah Lainmya 16,430.600.000,00
rl BELANIA 1.1172.315 891,905, 72
i.1 BELANIA TIDAK LANGSUNG ?33“3_*1.115,?’1
13 Belanja Pegawal 696,999,575, 268,07
2.1.4 Balania Hibah §23.000,.000,00
.15 Balanja Bantuan Soskal 34.002.991 476,00
2.1.7 Befania Bantuan Keuangan kepada Provins)/Kabupaten; Kota dan Pemerintaban 47,423,000,000,00
Desa
1.1.8 Belanja Tidak Terduga ... LIB5A17.501,85
1.2.1 Belanja Pagawal 34,989 942, 706,00
r i S Belanja Barang dan Jesa 161,643.060,514,00
2.2.3 Balania Mocdal 182,058.904,340,00
SURPLUS / (DEFISIT) {118,070,000.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAMN PEMBIAYAAN DAERAH I.IE,IIJI:IMM,DD
3:1:1 Siza Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Ssbefumnya 1325.000.000.000,00
3.1.5% Penerimaan kemball Pemberian Pinjaman o -muuuumm
2.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.320.000.000,00
322 Perwertzan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.850.000.000,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.480.000.000, 00
PEMBIAYAAN NETTO 118.070.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
BUPATI
JOKD




